BAB VI
PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh

pemerintah Desa Sangadeto Kecamatan Golewa Kabupaten Ngada tahun

anggaran 2019 yang berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20

Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa maka, dapat disimpulkan

sebagai berikut:

1.

Perencanaan. Pada tahap ini ditemukan bahwa Pemerintah Desa
Sangadeto belum menjalankan dengan baik tahapan-tahapan dalam
proses perencanaan Anggaran tahun 2019, dimana Kepala Desa
Sangadetodan jajarannya melakukan musyawarah  perencanaan
pembangunan desa tanpa mengikutsertakan masyarakat.Hal ini
menunjukan bahwa masih kurangnya transparansi yang dilakukan oleh
pemerintah desa terhadap masyarakatnya.

Pelaksanaan. Pada tahap ini pemerintah Desa Sangadeto belum
memahami dengan baik tahapan-tahapan dalam pengelolaan dana desa,
dimana dalam pelaksanaan pengajuan SPP tidak dilakukan saat
diterimanya barang/jasa. Selain itu juga ditemukan tidak adanya
dokumen surat pernyataan tanggungjawab belanja.

Penatausahaan. Pada tahap ini bendahara Desa Sangadeto belum
melaksanakan tugas dan kewajibannya karena kelengkapan dokumen

yang dibuat oleh Bendahara dalam proses penerimaan dan pengeluaran
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belum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor20 Tahun
2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yakni buku bank desa dan

buku kas pembantu pajak.

4. Pelaporan. Pada tahap ini Kepala Desa Sangadeto sudah melaksanakan
tugas dan kewajibannya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

5. Pertanggungjawaban. Pada tahap ini Kepala Desa sudah melaksanakan
tugas dan kewajibannya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

6.2 Saran
Berdasarkan kesimpulan yang dikemukakan penulis maka, saran yang
dibuat yaitu:

1) Pemerintah Desa Sangadeto, Sebaiknya melibatkan masyarakat dalam
tahap perencanaan.

2) Pemerintah Desa Sangadeto, perlu memperhatikan tahapan-tahapan
pelaksanaan pengelolaan dana desa sesuai dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018

3) Bendahara desa, lebih memperhatikan lagi terkait kelengkapan dokumen
yang ada dalam tahap penatausahaan.

4) Kepala Desa Sangadeto tetap mempertahankan tugas dan kewajibannya
dalam tahap pelaporan.

5) Kepala Desa Sangadeto tetap mempertahankan tugas dan kewajibannya

dalam tahap pertanggungjawaban.
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